LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah

wajib melakukan penilaian risiko;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen
Risiko Pembangunan Nasional, perlu menetapkan kebijakan
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Organisasi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko Berbasis Elektronik,
perlu menyusun dan melaksanakan Manajemen Risiko Sistem

Pemerintah Berbasis Elektronik;
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Mengingat

: 1.

bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan kebijakan
manajemen risiko yang efektif, efisien, sistematis, logis,
terstruktur, komprehensif, proses manajemen risiko secara terus
menerus, dan berbasis sistem informasi yang terintegrasi di
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
dipandang perlu menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan
manajemen risiko di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan
Manajemen Risiko di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 144);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen
Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman

Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

S. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 898);

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN DAN
PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Menetapkan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko
di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
254 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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KETIGA :  Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 03 Agustus 2026
KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA
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